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Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 189/K/Pid/2017 tentang tindak pidana penganiayaan dinilai memiliki permasalahan
hukum terkait kekeliruan Jaksa Penuntut Umum dalam penyusunan surat dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP, padahal
fakta-fakta hukum yang ada perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP tentang tindak pidana
penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat.
	Penulisan studi kasus ini untuk menjelaskan bahwa dasar hukum dan jenis dakwaan yang digunakan oleh jaksa penuntut umum
dalam surat dakwaan kurang tepat, adanya alat bukti saksi yang tidak lengkap di persidangan dan hakim dalam menjatuhkan
hukuman tidak melihat aspek perlindungan terhadap korban sehingga tidak tercapai keadilan.
	Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari
bahan kepustakaan berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dari putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 189/K/Pid/2017
atas putusan yang dijatuhkan dalam perkara pidana penganiayaan. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan
dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan literatur-literatur hukum.
	Hasil penelitian menjelaskan bahwa penuntut umum dalam membuat dakwaan menuntut terdakwa dengan dakwaan tunggal
berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP, jika dilihat dari unsur-unsur perbuatannya maka terdakwa sepatutnya dituntut dengan Pasal
351 ayat (2) KUHP. Karena perbuatan terdakwa menganiaya korban yang sedang hamil 8 bulan telah menyebabkan korban
meninggal dunia. Penuntut umum tidak melakukan pembuktian dengan benar karena tidak menghadirkan saksi suami dari korban
(Bernhard Yunior Sapulete) yang juga memiliki hubungan dengan terdakwa. Alat bukti visum et repertum yang diajukan ke
persidangan dinilai tidak memberikan informasi yang lengkap tentang kondisi korban akibat terjadinya penganiayaan. Hakim dalam
menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak melihat aspek perlindungan terhadap korban penganiayaan tersebut, sehingga
putusannya tidak mencerminkan keadilan terhadap korban.
Disarankan kepada penuntut umum dalam merumuskan dakwaan melihat unsur-unsur kesalahan terdakwa agar tidak ada kekeliruan
dalam dakwaan dan memastikan alat bukti yang dihadirkan merupakan alat bukti yang bisa digunakan oleh hakim dalam
memutuskan suatu perkara. Kepada hakim dalam memutuskan perkara supaya dapat melihat aspek perlindungan bagi korban agar
tercapainya keadilan. Untuk biaya visum et repertum dilakukan secara komprehensif (luar maupun dalam) yang ditanggung oleh
negara.
